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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH  TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 

2026 

ABSTRAK: bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 
1010/PW.02-Und/01/2026 tanggal 3 September 2026 perihal Undangan Bimbingan 
Teknis Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota; 

bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan 
kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun perlu adanya langkah-langkah perbaikan 
dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal 
maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu 
menetapkan Struktur Tim Kerja Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kota Madiun; 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Presiden 



Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622); 

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Madiun Nomor 52 Tahun 2026 diatur tentang: 

Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang 

Pembentukan Stuktur Tim Kerja Manajemen Risiko Di Lingkungan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026. 

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 September 2026; 

- Lampiran 2 hlm 


